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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi 
kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen juga 
faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan ini.  
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
wawancara, observasi, dan studi dokumen sedangkan sumber data yang 
digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan 
pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang diatur 
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 belum mampu 
diterapkan secara efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapa,  terbukti 
dari data hasil patroli PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Dinas 
Sosial bahwa tiga tahun terakhir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis 
dan pengamen justru semakin meningkat. Kedua dari segi sumberdaya manusia 
dan finansialnya Dinas Sosial masih mengalami kekurangan sehingga 
pelaksanaan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen 
ini belum maksimal. Ketiga, komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial 
dengan pihak lain yang dapat terlibat masih sangat kurang. Terbukti yang masih 
berperan aktif untuk membantu pembinaan anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen hanya YKP2N (Yayasan Kelompok Peduli 
Penyalahgunaan Narkoba) padahal masih sangat banyak LSM yang sebetulnya 
bisa diajak berkoordinasi supaya pembinaan anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen bisa terimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 
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ABSTRACT 
Jonathan Tribuwono (E211 13 004), Implementation of Fostering Street 
Children, Homeless, Beggar and Street Singer In Makassar (Case Study at 
Social Service), xvi + 102 pages + 9 Table + 5 Images + 34 Reader (1990-
2016) + Appendix + Guided by Prof. Dr. Sulaiman Asang, M.Si. And Dr. 
Hamsinah, M.Si. 
 
 The purpose of this study is to describe the implementation of policies on 
street children, vagrants, beggars and street singers as well as factors influencing 
the implementation of this policy. 
 The research approach used is descriptive qualitative approach. 
Technique of data collecting is by interview, observation, and document study 
whereas data source used comes from primary data and secondary data. 
 The results of this study indicate that the implementation of the policy 
guidance of street children, the homeless, beggars and buskers stipulated in 
Local Regulation Makassar City No. 2 of 2008 has not been able to be applied 
effectively for the purpose of this policy can not be tercapa, as evidenced by data 
from a patrol POM (Disabled Issues Welfare social) social Service that the last 
three years, the number of street children, the homeless, beggars and buskers 
increasing. Both in terms of human and financial resources are still experiencing 
shortages of Social Service so that the implementation of the development of 
street children, the homeless, beggars and buskers is not maximized. Third, 
communication and coordination between the Social Service and other parties 
that can be involved is still lacking. Proved that they play an active role to help 
the development of street children, the homeless, beggars and buskers just 
YKP2N (Concern Group on Drug Abuse Foundation) when there are very few 
NGOs that can actually be taken in order to coordinate development of street 
children, the homeless, beggars and buskers could be implemented in the best 
well. 
 
Keywords: Implementation of policy, regulation of Makassar No. 2 of 2008, 
Fostering of street children, homeless, beggar and street singer, Social 
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I.1 Latar Belakang 
 Permasalahan sosial memang tidak bisa dihindari keberadaanya dalam 
kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan yakni 
masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Permasalahan 
sosial ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai 
dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja 
yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. 
 Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya 
anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Kemiskinan dapat 
memaksa seseorang menjadi gelandangankarena tidak memiliki tempat tinggal 
yang layak, serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Selain itu anak dari 
keluarga miskin menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan 
karena kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka kerap kali kurang 
terlindungi.Pasal 34 UUD 1945 (setelah amandemen keempat), ayat 2: “Negara 
mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan”. Ayat ini mengamanahkan kepada para pengambil 
kebijakan terkait dalam hal ini Dinas Sosial Makassar untuk merumuskan 
kebijakan yang dapat memberdayakan kaum lemah dan terpinggirkan ini, bukan 
justru sebaliknya mematikan perekonomian mereka. Selama ini kebijakan yang 
diambil masih bersifat insidental, ketika ada kejadian baru diperhatikan.  
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 Pendidikan merupakan hal penting yang akan menjadi modal setiap 
orang dalam berbagai urusan terutama dalam mencari pekerjaan. Setiap 
lapangan pekerjaan pasti mempunyai standar pendidikan atau sering kita sebut 
dengan minimal lulusan. Para gelandangan dan pengemis rata-rata tidak 
memiliki pendidikan yang cukup, bahkan tidak sedikit juga yang tidak pernah 
mengenyam bangku sekolah.  
 Tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis yang relatif rendah 
menyebabkan kendala bagi mereka memperoleh pekerjaan yang layak untuk 
memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga bagi yang sudah 
berkeluarga. Akhirnya hal ini pun berdampak kepada anak-anak mereka. Karena 
tidak bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup, mereka tidak mampu 
untuk menyekolahkan anaknya.Malahan banyak pula orang tua yang akhirnya 
menyuruh anaknya untuk menjadi pengamen maupun pengemis demi untuk 
membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan keluarganya. 
 Padahal dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa “setiap 
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya”(setelah amandemen keempat). Dalam redaksi ayat tersebut 
menggunakan kata “wajib” sebagai bentuk penekanan. Kewajiban pertama 
dilimpahkan kepada warga kemudian selanjutnya disusul dengan penekanan 
kedua bahwa pemerintah wajib membiayai atau memfasilaitasinya. Kata wajib 
mengandung pengertian bahwa itu merupakan keharusan mutlak untuk 
dilaksanakan. Kata wajib juga dalam redaksi ayat diatas mengandung kata 
perintah kepada warga sebagai pelaku pendidikan, yang selanjutnya juga 
perintah kepada pemerintah untuk membiayainya, oleh karena begitu urgennya 
pendidikan bagi anak bangsa. 
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 Selain itu, dalam UU no.20 tahun 2003 tertulis bahwa "Pemerintah dan 
pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya 
pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas 
tahun". Dua aturan dengan hukum yang kuat ini sudah sangat jelas menjelaskan 
bahwa negara, dalam hal ini pemerintah wajib untuk membiayai dan menjamin 
pendidikan setiap generasi penerus bangsa.  
 Implementasi merupakan salah satu tahapan dari kebijakan. Studi 
implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah 
pada proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan.Menurut Van Meter dan Van 
Horn dalam Agustino (2012:139), implementasi kebijakan adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau 
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dalam 
praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu 
kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi 
berbagai kepentingan.  
 Dalam setiap implementasi kebijakan, tentu ada berbagai faktor-faktor 
yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Faktor- faktor tersebut  bisa membuat 
implementasi kebijakan berhasil maupun gagal. Apabila faktor tersebut baik 
maka suatu kebijakan akan terimplementasikan dengan baik. Sebaliknya apabila 
faktor tersebut buruk, maka suatu kebijakan justru tidak sesuai target dan akan 




 Kota Makassar merupakan salah satu kota yang tidak luput dari 
permasalahan sosial seperti uraian di atas. Terkait hal ini, pemerintah Makassar 
memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial tersebut yaitu 
Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 dengan isi pembinaan anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen. Kota Makassar merupakan salah satu 
dari empat daerah yang menerapkan peraturan daerah tentang anak jalanan dan 
daerah lainnya adalah Jakarta, Denpasar dan Palembang. Peratuan inilah yang 
mendasari pemerintah Kota Makassar untuk meminimalisir sebab akibat dari 
anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Mengingat keberadaan 
anak jalanan,gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan 
dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta 
memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, 
sehingga pemerintah Kota Makassar menganggap perlu dilakukan penanganan 
secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. 
 Tetapi ternyata semua sasaran dan tujuan tersebut belum bisa 
terlaksanakan secara maksimal. Terbukti berdasarkan data dari Dinas Sosial 
Kota Makassar tiga tahun terakhir, jumlah anjal, gepengdan pengamen semakin 
bertambah. Peningkatan jumlah anak jalanan dan gelandangan ini membuktikan 
bahwa kebijakan ini belum terimplementasikan dengan baik. Dilansir oleh 
antaranews.com (diakses pada tahun 2017), Kepala Dinas Sosial Kota Makassar 
mengatakan pemetaan kawasan menjadi langkah awal yang akan diambil. Selain 
itu, tentunya Dinas Sosial akan memetakan daerah yang rawan anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen yang selanjutnya akan dijadikan sebuah 





Data PMKS Hasil Patroli Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan 
Pengamen Yang Terjaring 
  
 Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar 2017 
 Kebijakan ini tentu memiliki faktor yang menyebabkan mengapa sampai 
saat ini belum bisa terimplementasikan dengan baik. Mukhtar Tahir (kepala Dinas 
Sosial Makassar) mengakui salah satu kendala untuk menampung para 
gelandangan dan pengemis adalah belum adanya ketersediaan ruang atau 
rumah untuk menampung mereka. Sulit kita di Dinsos, karena belum ada rumah 
untuk menampung para gepeng dan anjal. Ke depan kalau ada rumah maka kita 
akan maksimalkan penanganan gepeng dan anjal sebut Kepala Dinas Sosial. 
 Berdasarkan masalah di atas, maka penulis mengadakan penelitian 
dengan judul "Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, 
Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (Studi Kasus 





No. Klasifikasi PMKS Tahun 
2013 2014 2015 2016 
1 Anak Jalanan 117 155 211 372 
2 Gelandangan & Pengemis 101 130 119 285 
3 Pengamen 72 91 106 70 
Total 290 376 436 727 
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I.2. Rumusan Masalah 
Bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah 
penelitian, yaitu : 
Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar? 
I.3. Tujuan Penelitian 
Searah dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
penelitian ini yaitu : 
Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. 
I.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat dalam penelitian ini mengarah kepada : 
1. Manfaat akademis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran 
intelektual ke arah pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya 
dalam bidang kajian pemerintahan dan sebagai bahan referensi bagi 
siapapun yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada bidang 
yang sama. 
2. Manfaat praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran dan 
masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Makassar dalam 
implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis 





II.1. Pengertian Kebijakan Publik 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah (1) 
kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yg 
menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 
kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); 
pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagaigaris pedoman untuk 
manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Sedangkan publik 
adalah orang banyak (umum); semua orang yg datang (menonton, mengunjungi, 
dsb). Istilah policy berasal dari bahasa Latin politea yang berarti 
kewarganegaraan. Karena policy dikaitkan dengan pemerintah, maka akan lebih 
sesuai jika diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan bukan kebijakan. 
 Sehubungan dengan kebijakan, Anderson dalam Agustino (2012:7) 
mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: Serangkaian kegiatan yang 
mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang 
aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan 
atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini, menitikberatkan pada 
apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. 
Hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan 
pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. 
 Robert Eyestonedalam Agustino (2012:8)mendefinisikan kebijakan publik 
sebagai "hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya". Heinz 
Eulau dan Kenneth Prewitt, dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan 
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publik sebagai: "keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan 
pengulangan (repitisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka 
yang mematuhi keputusan tersebut." 
 Dye dalam Agustino (2012:8) mengatakan bahwa, "kebijakan publik 
adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan". 
Melalui definisi ini kita dapat mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan 
antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus 
dikerjakan oleh pemerintah. Lain dari itu, Richard Rose dalam Agustino (2012:7) 
juga berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai, "sebuah rangkaian 
panjang dari banyak-atau-sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki 
konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan." 
Rose memberikan catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik 
merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan 
dalam pola regulasi. 
 Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich 
dalam Agustino (2012:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah, 
"serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau 
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-
hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-
kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam 
mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud." Untuk maksud dari 
kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya 
bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud 
atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu 
mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang 
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mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. 
Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya 
dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu 
masalah. 
 Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh 
badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus kebijakan publik 
adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut 
David Easton dalam Agustino (2012:8) sebagai "otoritas" dalam sistem politik, 
yaitu: "para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, 
administrator, penasehat, pararaja, dan sebagainya. Easton mengatakan bahwa 
mereka-merekayang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasi 
kebijakan publik itu adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik 
sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu 
dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian 
hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama 
waktu tertentu. Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang diuraikan di atas 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan 
pemerintah. 
2.  Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu memiliki 
tujan tertentu. 





II.2. Konsep Implementasi 
II.2.1. Pengertian Implementasi 
 Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
memiliki arti peleksanaan atau penerapan. Studi implementasi merupakan suatu 
kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari 
suatu kebijakan Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu 
proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan 
adanya intervensi berbagai kepentingan. 
 Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat 
dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan 
Eugene Bardach dalam buku Agustino (2012:138), yaitu: 
 "adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum 
yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan 
kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para 
pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk 
melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk 
mereka anggap klien." 
Dalam derajat lain Daniel Mazmian dan Paul Sabatier dalam bukunya 
Implementation and Public Policy (Agustino, 2012:139) mendefinisikan 
Implementasi Kebijakan sebagai: 
 "Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk 
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, 
keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 
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menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai 
cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya." 
Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2012:139), mendefinisikan 
implementasi kebijakan, sebagai: 
 "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebijaksanaan." 
Dari tiga definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 
menyangkut tiga hal, yaitu:  (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan 
    (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian  
         tujuan; dan 
    (3) adanya hasil kegiatan. 
Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 
suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu 
aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil 
yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula 
dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (Agustino, 2012:139) 
dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu 
hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau 
dapat dilihat dari proses pencapian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau 
tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa 
yang diutarakan oleh Merrile Grindle  (Agustino, 2012:139) sebagai berikut: 
 "Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, 
dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang 
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telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan 
yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai." 
Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat 
penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses 
kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau 
tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji (1981) 
dengan mengatakan bahwa: 
 "Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin 
jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya 
akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam 
arsip kalau tidak diimplementasikan." 
 
II.2.2. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik 
 Di bawah ini akan dipaparkan secara ringkas ide-ide dasar yang 
disampaikan oleh keempat ahli dalam menjelaskan terapan implementasi 
kebijakan. 
A. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn 
 Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter 
dan Carl Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. 
Proses implementasi ini merupakan sebuah atraksi atau performansi suatu 
implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk 
meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung 
dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa 
implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang 
tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut 
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Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut 
adalah: 
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
 Kinerja mplementasi kebijakan dapat diukur tingkat 
keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan 
memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana 
kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal 
(bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit 
memang merealisasikan kebijakan publikhingga titik yang dapat dikatakan 
berhasil. 
2. Sumberdaya 
 Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung 
dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia 
merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu 
keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan 
proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang 
berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan 
yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan 
kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan 
publik sangat sulit untuk diharapkan. 
 Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain 
yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan 
sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia 
yang kompeten dan kapabel telah bersedia sedangkan kucuran dana 
melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik 
14 
 
untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik. 
Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya 
manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi 
terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun 
dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Oleh 
karenan itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan 
Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut karena memang 
ketiganya tidak dapa dipisahka dan saling terkait satu sama lain. 
3. Karakteristik Agen Pelaksana 
 Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal 
dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan 
publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan 
(publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta 
cocok dengan para age pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan 
publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia 
secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik 
keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila 
kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka 
dapat-dapat saja agen pelaksanan yang diturunkan tidak sekeras dan 
tidak setegas pada gambaran yang pertama. 
 Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan 
perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen 
pelaksanan. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka 
seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. 
4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana 
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 Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan 
sangat banyal mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja 
implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena 
kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat 
yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 
Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 
"dari atas" (top down) yang sangat mungkin para pengambil 
keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu 
menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin 
selesaikan. 
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 
 Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 
mplementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi 
diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, 
maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi 
dan begitu pula sebaliknya. 
6. Lingkungan ekonomi, Sosial dan Politik 
 Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja 
implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter 
dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong 
keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkubngan sosial, 
ekonomi, dan politik yang tidak kondusifdapat menjadi biang keladi dari 
kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk 
mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan 




B. Model Daniel Mazmian dan Paul Sabatier 
 Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel 
Mazmian dan PaulSabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka 
disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis. Kedua ahli 
kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan 
publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang 
mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses 
implementasi. Dan, variabel-variabel yan dimaksud dapat diklasifikasian menjadi 
tiga kategori besar, yaitu: 
1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: 
a. Kesukaran-kesukaran teknis 
 Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung 
pada sejumlah persyaratan teknis,termasuk diantaranya: kemampuan 
untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang 
tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan 
kausal yang mempengaruhi masalah. Di samping itu tingkat keberhasilan 
suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah 
dikembangkannya teknik-teknik tertentu. 
b. Keberagaman perilaku yang diatur 
 Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin 
beragam pelayanan yag diberikan, sehingga semakin sulit untuk 
membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin 
besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada 
pelaksana (administratur atau birokrat) di lapangan. 
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c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran 
 Semakin kecil dan semakinjelas elompok sasaran yag perilakunya 
akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar 
peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah 
kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian 
tujuan kebijakan. 
d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki 
 Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki ole 
kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh 
implementasi yng berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih 
dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang 
dikehendaki tidaklah terlalu besar. 
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat 
 Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang 
dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui 
beberapa cara: 
a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang 
akan dicapai 
 Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk 
yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan 
bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula 
kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksanan akan 
sejalan dengan petunjuk tersebut. 
b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan 
18 
 
 Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-
kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi 
kebijakan. 
c. Ketetapan alokasi sumber dana 
 Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat 
diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal. 
d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-
lembaga atau instansi-instansi pelaksana 
 Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan 
perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki 
badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan 
dinas, badan, dan lemaga alpa dilaksanakan, maka kordinasi antar 
instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan 
justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. 
e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana 
 Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, 
memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi 
kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat 
mempengruhi lebih lajut proses implementasi kebijakan dengan cara 
menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari 
badan-badan pelaksana 
f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan uyang termaktub dalam 
undang-undang 
 Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan 
demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena top 
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down policy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para 
pejabat pelaksana di level lokal. 
g. Akses formal pihak-pihak luar 
 Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi 
kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi 
partisipasi par aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan 
resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksanaan yang 
ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi 
implementasi 
a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi 
 Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum 
pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi dan tekknologi sangat 
signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang 
digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, faktor eksternal juga 
menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya 
pengejawantahan suatu ebijakan publik. 
b. Dukungan publik 
 Hakekat perhatikan publik yang bersifat sesaat menimbulkan 
kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat 
keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya 
sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik 
sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di 
lapangan. 
c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat 
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 Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan 
publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki 
sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap 
kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam local genius 
(kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. Dan, 
hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh 
warga masyarakat. 
d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana 
 Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari 
kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada 
badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dab 
pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antar 
lembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan 
implementasi kebijakan menjadi hal indikasi penting keberhasilan kinerja 
kebijakan publik. 
 
C. Model George C. Edward III 
 Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif top down 
dikembangakan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model 
implementasi kebiajakn publiknyadengan Direct and Indirect Impact on 
Implementation. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat 





 Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 
suatu kebijakan menurut George C. Edward III adalah komunikasi. 
Komunikasi menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan 
pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang 
efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa 
yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka 
kerjakan dapat berjalan bila komunikasiberjalan dengan baik, sehingga 
setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus 
ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang 
tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, 
dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan 
agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin 
konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di 
masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) 
dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu: 
a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 
suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam 
penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), 
hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa 
tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah 
jalan. 
b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksanan kebijakan 
(street-level-bureuacrats) haruslah jelasdan tidak membingungkan (tidak 
ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu 
menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana 
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membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada 
tatarn yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang 
hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 
c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 
komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau 
dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, 
maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 
2. Sumberdaya 
 Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan 
implementasi suatu kebijaka adalah sumberdaya. Sumberdaya 
merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam 
mengimplementasikan kebijakan. Idikator sumber-sumberdaya terdiri dari 
beberapa elemen, yaitu: 
a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. 
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 
satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai 
ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan 
implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf 
dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan 
kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan 
tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 
b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 
bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara 
melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus 
mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melaksanakan 
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tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana 
terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 
Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. 
c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifa formal agar 
perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau 
legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 
ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para 
implementor dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat 
menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks 
yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi 
kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, 
efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi 
kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala 
wewenang diselewengkan oleh para pelaksanan demi kepentingannya 
sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. 
d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 
implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang 
mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki 
wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas 
pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan 
tersebut tidak akan berhasil. 
3. Disposisi 
 Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 
implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III adalah 
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disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor 
penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan 
publik. Jika pelaksanaan suatukebijakan ingin efektif, maka para 
pelaksanan kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan 
dilakukan tetapi juga harusmemiliki kemampuan untuk melaksanakannya, 
sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias. Hal-hal penting yang perlu 
dicermati pada variabel disposisi adalah: 
a. Pengangkatan birokrat;disposisi atau sikap para pelaksanan akan 
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 
kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan 
yang diinginkan oleh pejabat-peabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan 
pengangkatan personilpelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang 
memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetaplan; lebih khusus lagi 
pada kepentingan warga. 
b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan 
untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan 
memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak 
menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh 
para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksanan 
kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu 
mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana 
kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal inidilakukan sebagai 





4. Strktur birokrasi 
 Variabel keempat menurut George C. Edward III, yang 
mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah 
struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu 
kebijakan tersedia atau para pelaksanan kebijakan mengetahui apa yang 
seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan 
suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana 
atau terealisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur 
birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama 
banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang 
tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya 
menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi 
sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan 
yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi 
dengan baik. 
 Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak 
kinerja struktur birokrasi / organisasi ke arah yang lebih baik adalah: 
melakukan Standar Operating Prosedurs (SOPs) dan melaksanakan 
Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para 
pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan 
standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). 
Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upayapenyebaran tanggung 
jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara 




II.2.3. Faktor Penentu Dilaksanakan atauTidaknya Suatu Kebijakan Publik 
 Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau 
mengawasi perilaku manusiadalam beberapa cara untukmembujuk orang supaya 
bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang ditentukan pemerintah, apakah 
yang berkenaan dengan kebijakan atau bermacam-macam hal seperti hak paten 
dan hak duplikasi, membuka perumahan, tarif harga, pencurian malam hari, 
produksi pertanian, atau penerimaan militer. Jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, 
jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka 
tidak memakai cara yang ditentukan, atau jika mereka berhenti mengerjakan apa 
yang ditentukan, maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara 
ekstrem hasilnya nol. 
 Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik menurut Leo Agustino 
(2012:157) 
a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan 
1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan 
pemerintah 
 Kodrat manusia, bia merujuk pada filsafat politik John 
Locke dikatakan memiliki state of nature yang berkarakter positif. 
Ini artinya manusia dapat menerima dengan baik hubungan 
relasional antarindividu. Ketika relasional ini berjalan dengan baik, 
logikanya, bahwa ada sistem sosial yang menggerakkan seluruh 
warga untuk salinghormat-menghormati, memberikan respek pada 
otoritas orang tua, memberikan penghargaan yang tinggi pada 
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ilmu dan pengetahuan, menghormati undang-undang yang dibuat 
oleh politisi, mematuhi aturan hukum yang ditetapkan, 
mempercayaipejabat-pejabat pemerintah yang menjabat, dan 
macam-macam sebagainya. Kepatuhan-kepatuhan tersebut akan 
diberlangsungkan sampai dengan apabila memang individu dan 
warga masih menganggap cukup beralasan dan masuk akal untuk 
menghormati persoalan-persoalan itu. Konsekuensinya adalah 
bahwa manusia memang telah dididik secara moral untuk 
bersedia mematuhi hukum dan perundangan sebagai suatu hal 
yang benar dan baik bagi publik. 
 Penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah 
yang legitimate menjadi kata kunci penting bagi terwujudnya 
pemenuhan atas pengejawantahan kebijakan publik. Ketika warga 
menghormati pemerintah yang berkuasa oleh karena 
legitimasinya, maka secara otomastis mereka akan turut pula 
memenuhi ajakan pemerintah melalui undang-undang, peraturan 
pemerintah, peraturan daerah, keputusan, pemerintah, ataupun 
nama/istilah lainnya. 
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan 
 Dalam masyarakat yang digerakkan oleh rational choices 
(pilihan-pilihan yang rasional), seperti pada Abad Postmodern saat 
ini, banyak dijumpai bahwa individu/kelompok warga mau 
menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu 
yang logis, rasional, serta memang dirasa perlu. Di sisi lain, 
banyak orang yang tidak suka untuk membayar pajak apalagi 
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dalam kondisi perekonomian yang tengah melemah seperti saat 
ini; tetapi bila mereka percaya bahwa membayar pajak itu perlu 
untuk memberikan kontribusi atas pelayanan pemerintah pada 
publik, maka orang akan sadar dan patuh untuk membayar pajak. 
Tetapi hal itu tidak mudah. Karena bermain di ranah "kesadaran" 
artinya pemerintah harus mampu merubah mindset  warga 
dengan cara sikap perilaku yang sesuai dengan mindset yang 
hendak dibentuk oleh aparatur itu sendiri. 
3. Adanya sanksi hukum 
 Orang dengan akan sangat terpaksa 
mengimplementasikan dan melaksanakan suatu kebijakan karena 
ia takut terkena sanksi hukuman, misalnya: denda, kurungan, dan 
sanksi-sanksi lainnya. Karena itu, salah satu strategi yang sering 
digunakan oleh aparatur administrasi atau aparatur birokrasi 
dalam upanya untuk memenuhi implementasi kebijakan publik 
ialah dengan cara menghadirkan sanksi hukum yang berat pada 
setiap kebijakan yang dibuatnya. 
 Selain itu, orang atau kelompok warga seringkali mematuhi 
dan melaksanakan kebijakan karena ia tidak suka dikatakan 
sebagai orang yang melanggar aturan hukum, sehingga dengan 
terpaksa ia melakukan isi kebijakan publik tersebut. 
4. Adanya kepentingan publik 
 Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa kebijakan publik 
dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat publik 
yang berwenang, serta melalui prosedur yang sah yang telah 
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tersedia. Bila suatu kebijakan dibuat berdasarkan ketentuan 
tersebut diatas, maka masyarakat cenderung mempunyai 
kesediaan diri untuk menerima dan melaksanakan kebijakan itu. 
Apalagi ketika kebijakan publik itu memang berhubungan erat 
dengan hajat hidup mereka. 
5. Adanya kepentingan pribadi 
 Seseorang atau kelompok orang sering memperoleh 
keuntungan langsung dari suatu projek implementasi kebijakan, 
maka dari itu dengan senang hati mereka akan menerima, 
mendukung,dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. 
6. Masalah waktu 
 Kalau masyarakat memandang ada suatu kebijakan yang 
bertolak belakang dengan kepentingan publik, maka warga akan 
berkecenderungan untuk menolak kebijakan tersebut. Tetapi 
begitu waktu berlalu, pada akhirnya suatu kebijakan yang dulunya 
pernah ditolak dan dianggap kontroversial berubah menjadi 
kebijakan yang wajar dan dapat diterima. Sebagai suatu contoh 
misalnya, kebijakan pencabutan subsidi BBM -bahkan sampai dua 
kali dalam setahun- yang dilakukan oleh pemerintah SBY pada 
tahun 2005. Pada awal-awal kebijakan pencabutan subsidi BBM 
diumumkan banyak sekali gerkana demonstrasi mahasiswa, ibu-
ibu, tukang ojek, supir angkutan, dan lain-lain yang menolak 
kebijakan tersebut. Namun dengan berjalannya waktu, kebijakan 




II.2.4. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan 
a. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang 
mengada 
 Bila suatu kebijakan dipandang bertentangan secara 
ekstrem atau secara tajam dengan sistem nilai dianut oleh suatu 
masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu secara 
umum, maka dapat dipastikan kebijakan publik yang hendak 
diimplementasikan akan sulit untuk terleksana. Satu contoh 
menarik adalah upaya pemerintah pada tahun 2000-an yang 
hendak mengangkat kembali kebijakan pengumpulan dana 
pengelolaan olahraga yang dilakukan melalui usaha perjudian. 
Usaha ini mengalami kegagalan karena banyak yang mengalami 
resistensi dari warga masyarakat. Dan apabila tetap dilaksanakan, 
mungkin akan mengalami banyak kendala selama kebijakan 
tersebut tidak dicabut. 
b. Tidak adanya kepastian hukum 
 Tidak adanya kepastian hukum, ketidakjelasan aturan-
aturan hukum atau kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan 
satu sama lain dapat menjadi sumber ketidakpatuhan warga pada 
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat 
mungkin terjadi karena kebijakan yang tidak jelas, kebijakan yang 
bertentangan isinya atau kebijakan yang ambigu dapat 
menimbulkan kesalahpengertian sehingga berkecenderungan 
untuk ditolak oleh warga untuk diimplementasikan. 
c. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi 
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 Seseorang yang patuh atau tidak patuh pada peraturan 
atau kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah dapat 
disebagiankan oleh keterlibatannya dalam suatu organisasi 
tertentu. Jika tujuan organisasi yang dimasuki oleh orang-orang 
yang terlibat dalam suatu organisasi seide atau segggagasan 
dennngan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka Ia 
akan mau untuk mengejawantahkan atau melakukan ketetapan 
pemerintah itu dengan tulus. Tetapi apabila tujuan organisasi yang 
dimasukinya bertolakbelakang dengan ide dan gagasan 
organisaasinya, maka sebagus apapun kebijakan yang sudah 
dibuat oleh pemerintah akan sulit untuk terimplementasi dengan 
baik. 
d. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum 
 Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan 
tertentu, tetapi ada juga yang tidak patuh pada jeniskebijakan lain. 
Ada orang yang patuh dalam kebijakan kriminalitas tetapi saat 
yang bersamaan ia tidak dapat patuh dengan kebijakan 
pelarangan pedagang kaki lima. 
 
II.4. Pengertian Pembinaan 
 Menurut perda no. 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: 
pembinaan adalahkegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir 
untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, 
pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup 
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anak jalanan dan pengamen jalanan. Pembinaan juga adalah kegiatan yang 
dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, 
meniadakan,  mengurangi dan mencegah luasnya anak jalanan dan pengamen 
jalanan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum. 
 Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen 
dilakukan dengan tujuan untuk: 
a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta 
ketentraman masyarakat. 
b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan 
martabat sebagai warga negara yang harus dihormati. 
c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah 
dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan 
bermartabat. 
d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proposional dalam 
mewujudkan kehidupan bermasyarakat. 
e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakatmelalui kepastian 
hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat 
hidup tenang dan damai. 
f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, antara 
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa 
dan negara. 
 Dalam perda no. 2 tahun 2008 pasal 6 menyebutkan pula bahwa 
pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk 
mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas 
permasalahan penyebab adanya anak jalanan dan pengamen. Selain itu, ada 
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pula tindak lanjut dari pembinaan pencegahan yaitu pembinaan lanjutan, usaha 
rehabilitas sosial, eksploitasi, pemberdayaan, bimbingan lanjut, dan partisipasi 
masyarakat. 
1. Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud adalah meliputi: 
a. Pendataan, yaitu dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang 
klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. 
b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan yaitu sebagaimana 
dimaksud terhadap sumer-sumber atau penyebab munculnya anak 
jalanan dilakukan dengan cara: a) melakukan patroli di tempat umum 
yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. b) memberikan 
informasi tentang keberadaan anak jalanan yang melakukn aktifitas di 
tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara 
berkelompok. 
c. Sosialisasi, yaitu dilakukan oleh instansi terkait, meliputi: sosialisasi 
secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi secara 
langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dan instansi 
terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial 
(orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah. Sedangkan sosialisasi 
secara tidak langsung ini dapat melalui media cetak maupun media 
elektronik. 
d. Kampanye, yaitu untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau 
kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan 
pengendalian terhadap anak jalanan. Kampanye juga dilakukan melalui 
kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu 
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baik dalam bentuk pertunujkan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan 
rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan. 
2. Pembinaan lanjutan 
 Dilakukan terhadap anak jalanan sebagai upaya meminimalkan atau 
membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis 
dan pengamen. Pembinaan lanjutan dilakukan sebagai berikut: 
a. Perlindungan. Dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara 
melakukan posko-posko berbasis di jalanan (in the street)dan tempat 
umum pada titik-titik rawan dimana mereka sering melakukan aktifitasnya. 
Pelaksanaan posko ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan 
sosialisasi. Pelaksanaan posko juga tidak dilakukan di atas dasar 
kegiatan penangkapan akan tetapi akan lebih kepada tindakan 
pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat 
dilakukan kegiatan posko tersebut. 
b. Pengendalian sewaktu-waktu yaitu kegiatan yang dilakukan secara 
koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang 
mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang 
melakukan aktivitas di tempat umum. Pengendalian sewaktu-waktu 
dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan serta 
kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial 




c. Penampungan sementara yaitu pembinaan yang dilakukan dengan 
sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, 
bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagi 
pemilik panti sosial yang dimaksud.  Penampungan sementara dilakukan 
dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan 
mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial 
(outbond). 
d. Pendekatan awal yaitu melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan untuk 
menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar 
belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial 
anak yang bersangkutan. 
e. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) dilakukan untuk 
memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk 
pemenuhan kebutuhan anak jalanan. Pengungkapan dan pemahaman 
masalah (assessment) dijadikan sebagai file permanen bagi anak jalanan. 
File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan 
selanjutnya. 
f. Pendamping sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak 
jalanan serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan. 
g. Rujukan yaitu meliputi pelayanan kesehatan gratis, memfasilitasi untuk 
mengikuti pendidikan formal dan non-formal, pengembalian bersyarat, 
pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa 
bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendamping hukum, 
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perlindungan khusus serta diproses secara hukum sesuai perundang-
undangan yang berlaku. 
3. Usaha rehabilitasi sosial 
 Ada beberapa hal dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen. Yang bertujuan untuk memberikan 
keterampilan kepada mereka demi keberlangsungan hidup mereka mencari mata 
pencaharian yang selayaknya. Berdasarkan perda no. 2 tahun 2008 hal-hal yang 
dilakukan dalam rehabilitasi adalah sebagi berikut: 
1. Untuk anak jalanan yang berusia produktif bentuk rehabilitasinya berupa: 
a. Bimbingan mental spiritual 
b. Bimbingan fisik 
c. Bimbingan sosial 
d. Bimbingan dan pelatihan keterampilan 
e. Bantuan stimulasi peralatan kerja 
f. Penempatan 
2. Untuk anak jalanan usia balita 
a. Pendekatan kepada keluarga berupa pendampingan dan 
pemberian makanan tambahan. 
b. Melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah yang mencakup 
permainan alat, pengembangan bakat dan minat. 
3. Untuk anak usia sekolah 
a. Bimbingan mental spiritual 
b. Bimbingan fisik 
c. Bimbingan sosial 
d. Bimbingan pra sekolah 
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e. Bantuan stimulasi beasiswa dan peralatan sekolah 
f. Penempatan 
4. Untuk gelandangan psikotik dilaksanakan dengan cara mengembalikan 
fungsi sosialnya dengan merajuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan 
kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk 
kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait atau stakeholder. 
5. Untuk gelandangan usia lanjut dilakukan dengan cara pembinaan 
keluarga berupa bimbingan dan motivasi agar tumbuh kesadara dan 
percaya diri untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana gelandangan 
dan pengemis. 
6. Untuk pengemis usia produktif dilakukan dengan cara: 
a. Bimbingan mental spiritual 
b. Bimbingan sosial 
c. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan 
d. Bantuan stimulasi peralatan kerja dan atau modal usaha 
e. Pengembalian dan atau pemulangan ke daerah masing-masing 
7. Untuk pengamen yang melakukan aktivitas di jalanan dimaksudkan untuk 
memberikan peluang dan penyaluran bakat seni sehingga terciptanya 
keteraturan dan kedisplinan hidup. 
4. Partisipasi masyarakat 
 Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan anak 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Bentuknya adalah dengan cara 
tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada mereka yang 





 Yakni termasuk pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan sebagai 
upaya untuk untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial. 
Pemberdayaan keluarga adalah suatu proses penguatan keluarga yang 
dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan 
pelatihan keterampilan. Adapun kegiatan pemberdayaan yaitu: 
a. Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga 
b. Pelatihan kewirausahaan 
c. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) 
d. Pembangunan dan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) 
6. Bimbingan lanjut 
 Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan yang telah mendapatkan 
pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial 
dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan 
berkesinambungan. Bimbingan lanjut dilakukan melalui kegiatan monitoring 
evaluasi dengan cara kunjungan rumah. 
II.5. Konsep Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen 
 Anak jalanan, umumnya berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat 
dan ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar 
belakang kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan dan 
hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuat perilakunya 
negatif. Anak jalanan ada yang tinggal di kota setempat, di kota lain terdekat atau 
di provinsi lain. Ada anak jalanan yang ibunya tinggal di kota yang berbeda 
dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada 
anak jalanan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah 
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tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali takpernah 
tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal 
keluarganya. 
 Menurut Ishaq (2000:16), ada tiga kategori anak jalanan, yakni: (1) 
mencari kepuasan; (2) mengais nafkah; dan (3) tindakan asusila. Kegiatan anak 
jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, yakni di 
alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, 
pertokoan, dan mall. 
 Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai 
dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata 
pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Menurut Suparlan 
(1993:179), gelandangan artinyaselalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai 
tempa kediaman tetap. Pada umumnya, para gelandangan adalah kaum urban 
yang berasal dari desa yang mencoba mengadu nasib dan peruntungannya di 
kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian 
pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, 
mereka bekerja serabutan dan tidak tetap terutama di sektor imformal. 
 Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 
meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 
mengharap belas kasihan orang lain. Weinberg (1970:143-144) menggambarkan 
bagaimana gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin 
di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang 
negatif. Dalam kaitannya dengan ini, Rubington & Weinberg (1995:220) 
menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada 
kumpulan masyarakat pada umumnya. 
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 Gelandangan dan pengemis adalah salah satu kelompok yang 
terpinggirkan dari pembangunan dan disisi lain mereka memiliki pola hidup yang 
berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsenrasi di 
sentra-sentra kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, gelandangan 
dan pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masyarakat 
sekitarnya. Stigma ini mendeskripsikan gelandangan dan pengemis dengan citra 
yang negatif. Gelandangan dan pengemis dipersepsikan sebagai orang yang 
merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti: kotor, sumber kriminal, 
tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tiddak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, 
malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat. 
 Pengamen sendiri dalam perda no. 2 tahun 2008 dijelaskan bahwa 
seseorang atau kelompok orang yang melakukan apresiasi seni melalui suatu 
proses latihan dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar dan 
dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang kemudian 
orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatan itu secara ikhlas. 
 Pandangan semacam ini mengisyaratkan bahwa anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen dianggap sulit memberikan sumbangsih 
yang berarti terhadap pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, 
keberlanjutan, penampilan dan kontruksi masyarakat kota. Hal ini berarti bahwa 
anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen tidak hanya mengalami 
kesulitan hidup dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan 
sosial budaya dengan masyarakat kota. Akibatnya komunitas anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen harus berjuang menghadapai kesulitan 
menghadapi kesulitan ekonomi, sosial psikologis dan budaya. Namun demikian, 
mereka memiliki potensi dan kemampuan untuk tetap mempertahankan hidup 
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dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Indikasi ini menunjukkan bahwa anak 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen memiliki sejumlah sisi positif 
yang bisa dikembangkan lebih lanjut. 
II.5. Kerangka Pikir 
 Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen 
merupakansuatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam 
memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman 
masyarakat. Untuk itu pemerintah kota dalam hal ini dinas terkait seharusnya 
dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan terhadap pembinaan anak 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Dari hasil pembinaan 
diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara 
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. 
Untuk itu penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang 
menggunakan enam variabel (ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, 
karakteristik agen pelaksana, kecenderungan/disposisi para pelaksana, 
komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan sosial, 
ekonomi dan politik) untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan ini. Oleh 




























Gambar II.1 Kerangka Pikir 
  
Implementasi Kebijakan 








1. Ukuran dan tujuan kebijakan 
2. Sumberdaya 
3. Karakteristik agen pelaksana 
4. Kecenderungan/disposisi para pelaksana 
5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas 
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III.1. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, 
lokasi ini dipilih secara purposive yaitu dengan sengaja. Dengan pertimbangan 
kondisi wilayah ini memperlihatkan adanya berbagai masalah dengan 
keberadaannya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Adapun 
titik atau ruas jalan yang dijadikan lokasi penelitian antara lain, lampu merah 
flyover jalan urip sumaharjo, lampu merah boulevard – pettarani dan juga Dinas 
Sosial Kota Makassar sebagai dinas yang berkepentingan dalam pembinaan 
anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. 
III.2. Tipe Penelitian 
 Penelitian ni menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif 
yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang 
berhubungan denan perilaku dan tindakan sosial masyarakat setempat serta 
pemerintah kota. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan 
pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu 
fenomenal sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, . Penelitian 
kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam 
penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti 
harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, 
menganalisis dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. 
Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat pada nilai. Penelitian 
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kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengembangkan teori, untuk 
memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. 
III.3. Fokus Penelitian 
1. Anak Jalanan adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4-8 jam per 
hari. 
2. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai 
dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak 
mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. 
3. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan 
meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 
mengharap belas kasihan orang lain. 
4. Pengamen adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan 
apresiasi seni melalui suatu proses latihan dengan menampilkan karya 
seni yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain sehingga orang 
lain merasa terhibur dan kemudian memberikan jasa atau imbalan atas 
kegiatan itu secara ikhlas. 
5. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
 Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-
dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan 
sosio-kultur yang mengada di level kebijakan. Ketika ukuran kebijakan 
atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk 
dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan 
kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. 
6. Sumber daya 
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 Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung 
dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia 
merupakan seumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 
keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan 
proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang 
berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan 
yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan 
kapabilitas dari sumber-sumber daya itunihil, maka kinerja kebijakan 
publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, 
sumber daya finansial dan sumber daya waktu juga perlu diperhitungkan. 
7. Karakteristik Agen Pelaksana 
 Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal 
dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan 
publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan 
publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta 
cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi 
kebijakan yang berusaha merubah perilaku atau tindak laku manusia 
secara radikal, maka agen pelaksananya haruslah berkarakteristik keras 
dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan apabila kebijakan 
publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat 
saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas 
pada gambaran yang pertama. 
 Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan 
perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. 
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Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya 
semakin besar pula agen yang dilibatkan. 
8. Kecenderungan/Disposisi para Pelaksana 
 Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan 
sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja 
implementasikebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena 
kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat 
yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 
Tetapi kebijakan yang implementor laksanakan adalah kebijakan "dari 
atas" (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya 
tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, 
keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. 
9. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 
 Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 
implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi 
diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, 
maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. 
Dan begitu pula sebaliknya. 
10. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 
 Hal yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana lingkungan 
eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah 
ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif 
dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi 
kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan 
harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. 
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III.4. Informan Penelitian 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah Kota 
Makassar yang berhubungan dengan pembinaan anak jalanan, gelandangan, 
pengemis dan pengamen. Namun, tidak semua populasi akan digunakan untuk 
menggali data. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut dilakukan, 
diantaranya: 
1. Metode pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sample (sampel bersyarat) yang mana informan 
tersebut kita tentukan dengan yang sesuai dengan tema. 
2. Tentunya penelitian ini mengkhususkan pada beberapa karakteristik 
informan atau narasumber. 
3. Jumlah dari informan juga dibatasi. Pemilihan informan dilakukan secara 
purposivedengan melihat keterkaitan informan dengan penelitian. Adapun 
rincian informan/responden dalam penelitian ini adalah: 
a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 
b. Kepala Seksi Pembinaan Anjal, Gepeng dan Pengamen 
c. Satpol PP 
d. Polisi 
e. Direktur YKP2N 
f. Beberapa anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen 
g. Masyarakat 
III.5. Teknik Pegumpulan Data 
 Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dari berbagi literatur 
guna memperoleh peralatan dasar-dasar teori seperti buku, majalah, 
buletin serta bacaan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. 
2. Studi lapang objek, yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang 
diteliti dengan menempuh cara sebagai berikut: 
a. Observasi : yaitu cara pengumpulan data dengan pengumpulan 
data dengan pengamatan terhadap objek yang diteliti, dalam hal 
ini anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. 
b. Interview : melakukan wawancara dengan pihak terkait. 
3. Telaah dokumentasi, yaitu teknik untuk memperoleh data melalui kajian 
sumber pustaka, dokumen, peraturan-peraturan, undang-undang, 
keputusan-keputusan, serta literatur. 
4. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini 
seperti studi kepustakaan di atas. Namun yang akan membedakan hanya 
media tempat pengambilan data atau informasi. Teknik ini memanfaatkan 
data online, yakni menggunakan fasilitas internet. 
 
III.6. Teknik Analisis Data 
 Analisis data merupakan penyusunan data sesuai dengan tema dan 
kategori untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah. Oleh karena itu, 
data yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin. Jika 
dimungkinkan menggali data  sebanyak-banyaknya untuk mempertajam dalam 
proses penganalisisan. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif.  Hal ini 
didasari dengan perkembangan bahwa penelitian ini adalah penelitian sosial 
sehingga dihadapkan dengan gejala sosial yang kompleks, selain itu metode 
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kualitatif mensyaratkan peneliti dengan informan lebih mendalam, akurat, valid 
dan dapat dipercaya, sehingga mempermudah peneliti melakukan analisa data 
yang akan disajikan secara manual (bahasa), jika ada angka-angka maka angka 
tersebut hanyalah alat pendukung analisa. Analisa data akan menampilkan data 
kualitatif yang akan ditempuh melalui: 
a. Redaksi data (memilih hal-hal pokok yang relevan dengan penelitian). 
b. Display data (memungkinkan penyajian data melalui matrix dan grafik 
sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
c. Verifikasi data dan kesimpulan (mencari persamaan-persamaan pokok 
yang telah tampil dalam hasil wawancara dan mengumpulkan 
berdasarkan hasil analisis data). 
d. Analisis data akan memperoleh kredibilitas, dispendibilitas, dan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV. 1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
IV.1.1. Profil Dinas Sosial Kota Makassar 
 Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor 
Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan 
Presiden No. 49 Tahun 1983. 
 Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah 
Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial, lalu 
dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan 
Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang organisasi dan tata kerja 
kantor Departemen Sosial di provinsi maupun di kabupaten / kotamadya. 
Pada akhirnya, menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 
April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala 
Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar 
nomor: 821.22:24.2000 pada tanggal 8 Maret 2000. 
 Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim 
No. 50, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Makassar 
dengan luas tanah 499 m2 dan memiliki bangunan fisik gedung berlantai 
2. Berikut batas-batas Dinas Sosial Kota Makassar: 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan rakyat 
 Sebelah Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang 
Baru 
 Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan rakyat 
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IV.1.2. Visi Misi Dinas Sosial Kota Makassar 
 Visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah pengendalian 
permasalahan sosial berbasis masyarakat. Makna dari visi tersebut 
adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-
nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan 
penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, 
ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial bagi dirinya sendiri, 
keluarga, dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat 
partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan 
kesejahteraan sosial masyarakat. 
 Dilihat dari visi Dinas Sosial serta maknanya mengandng arti 
bahwa permasalahan sosial seperti masalah sosial anak jalanan kiranya 
sudah dapat teratasi dengan baik dengan program pemerintah yang 
kemudian dilakukan oleh Dinas Sosial itu sendiri. 
 Sedangkan misi Dinas Sosial adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan 
kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan 
semangat kesetiakawanan sosial masyarakat. 
2. Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadila sosial 
melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan 
memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang rentan dan 
tidak beruntung. 
3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial. 
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4. Melakukan jaminan sosial 
5. Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal. 
6. Mengembangkan pemberdayaan sosial. 
IV.1.3. Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang 
bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang 
masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur 
(struktural dan fungsional) dengan dukungan sarana dan 
prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di 
bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan 
memuaskan. 
3. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial 
masyarakat/stakeholders khususnya lembaga sosial masyarakat 
dan organisasi sosial serta pemerhati di bidang kesejahteraan 
sosial masyarakat. 
IV.1.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar 
 Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang 
uraianTugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV.1.5. Tugas Pokok 
1. Kepala Dinas 
 Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu 
melaksanakansebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota dan 
peraturan perundangundanganyang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, 
mengoordinasikan, danmengendalikan tugas-tugas dinas.Dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana pada point 1, Kepala 
Dinasmenyelenggarakan fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, 
yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, 
jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta 
pembinaan organisasi sosial. 
b. Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang 
meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan 
sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta 
pembinaan organisasi sosial. 
c. Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang 
usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan sosial, 
jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta 
pembinaan organisasi sosial. 
d. Pengendalian dan pengamanan teknis oprerasional di bidang 
usaha kesejahteraan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan 
pemberdayaan sosial serta bimbingan organisasi sosial. 




 Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi 
bagiseluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar. 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
 Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
menyusun rencanakerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, 
mengelola administrasikepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah 
tanggaan dinas. 
b. Sub Bagian Keuangan 
 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menuyusun rencana 
kerja,melaksanakan tugas teknis keuangan. 
c. Sub Bagian Perlengkapan 
 Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana 
kerja,melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta 
mengevaluasisemua pengadaan barang. 
3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial 
 Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas 
melaksanakanpembinaan, kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan 
sosial, pembinaankeluarga penyandang masalah kesejahteraaan sosial 
(PMKS) dan potensisumber kesejahteraan sosial (PSKS), pembinaan 




4. Bidang Rehabilitasi Sosial 
 Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
rehabilitasisosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial, dan 
pembinaan anak jalanan,gelandangan, pengemis dan pengamen, korban 
tindak kekerasan pekerjamigran. 
5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
 Bidang pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan 
Sosialmempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, 
pemberianbantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk 
pengendalian daerarhrawan bencana dan daerah kumuh, bantuan 
kepada masyarakat fakir miskinserta bantuan kepada korban bencana 
alam dan sosial serta pelayanan kepadaorang terlantar. 
6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial 
 Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas 
melaksakanbimbingan dan pelayanan terhadap organisasi sosial/LSM 
dan anak terlantar,pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan 
sumbangan sosial dan undianberhadiah serta melaksanakan pembinaan 
dan pemahaman pelestarian nilaikepahlawanan, keperintisan dan 







IV.1.6 Kewenangan Dinas Sosial 
 Kewenangan Dinas Sosial diantaranya: 
1. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah 
kabupaten/kota dan pendataan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 
2. Penyuluhan dan bimbingan sosial 
3. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan 
4. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan 
luar panti) 
5. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan 
anak dan adopsi lingkup kabupaten/kota 
6. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam 
dan luar panti) 
7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat 
8. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, 
gelandangan, pengemis, dan eks narapidana) 
9. Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, 
komunitas adat terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi 
10. Pemberdayaan karang taruna / organisasi kepemudaan 
11. Pemberdayaan organisasi sosial / LSM lingkup kabupaten / 
kota 
12. Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat 




14. Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup 
kabupaten/kota 
15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten/kota 
16. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan 
lanjut usia) 
17. Penanggulangan korban napza 
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga 
19. Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja 
20. Penelitian dan uji coba pengambangan usaha kesejahteraan 
sosial lingkup kabupaten/kota. Penyelenggaraan sistem 
informasi kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota. 
21. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha 
kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota 
22. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan 
sosial lingkup kabupaten / kota 
23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 
pelayanan kesejahteraan sosial. 
IV. 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak 
 Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen 
 Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, telah diatur secara rinci 
dan sangat jelas tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh 
pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pembinaan dan menangani 
masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang selalu 
menjadi fenomena di seluruh kota besar termasuk Makassar. Dalam 
menjalankan langkah-langkah pembinaan tersebut tentunya tidaklah berjalan 
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dengan mudah sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan bait-perbait 
dari perda tersebut. Namun di lain pihak Pemerintah Kota Makassar juga akan 
mendapatkan tantangan sebagai penghambat dari pembinaan yang dilakukan.  
 Sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2008 bahwa bentuk pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Makaasar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar terdiri atas empat bentuk 
pembinaan. Ketiga bentuk pembinaan tersebut yaitu, Pembinan Pencegahan, 
Pembinaan Lanjutan, dan Usaha Rehabilitasi Sosial 
IV.2.1 Pembinaan Pencegahan 
 Dalam melakukan pembinaan pencegahan, Dinas Sosial melakukan 
pendataan terlebih dahulu di lokasi yang rawan anjal, gepeng dan pengamen 
seperti di perempatan lampu merah, di bawah fly over, dsb. Selain itu, Dinas 
Sosial juga terbantu dengan adanya informasi dari masyarakat mengenai 
keberadaan anjal, gepeng dan pengamen di daerah sekitarnya masing-masing. 
 Pembinaan pencegahan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu 
pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan 
mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas 
permasalahan penyebab adanya anak jalanan. Pembinaan pencegahan sendiri 
dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, yakni pendataan yang bertujuan 
untuk mengetahui sebab kenapa mereka (anak jalanan, gelandagan, pengemis, 
dan pengamen) ada dijalanan. Dinas sosial selama ini telah melaksanakan 
pembinaan pencegahan sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam perda 




a) Pendataan ;  
b) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan ;  
c) Kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. 
Untuk lebih mengetahui lebih jelas tentang pembinaan pencegahan yang 
dilakukan oleh dinas sosial maka penulis mencoba membuat sebuah skema 
tentang pembinaan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang bekerja 
sama dengan LSM, Satpol pp, polrestabes dan masyarakat. Berikut merupakan 
kerangka proses pembinaan pencegahan dalam menekan laju pertumbuhan 
anak jalanan di Kota Makassar:  
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KONDISI TEMPAT TINGGAL 








 Dari data sekunder yang sudah diolah di atas dapat ditelusuri bahwa 
pembinaan pencegahan dilakukan pertama melalui kegiatan pendataan langsung 
oleh Dinas Sosial Kota Makassar yang di bekerjasama dengan lembaga-lembaga 
sosial yang ada di tiap kecamatan Kota Makassar. Dimana pada kegiatan 
pendataan tersebut dapat diketahui data yang berisikan tentangnama, alamat, 
daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial-ekonomi, 
asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permasalahan pokok yang di 
hadapi.  
 Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Pemerintah kota Makassar melalui 
Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerjasama dengan instansi terkait seperti 
Satpol PP dan polrestabes setelah melakukan pendataan yaitu 
menggelarkegiatanpemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang di lakukan 
dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat yang menurut 
hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas dari anak-anak jalanan 
tersebut. Dari hasil kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota 
Makassar bekerjasama dengan polrestabes dan satpol pp nantinya sebagai 
informasi betul atau tidaknya keberadaan anak-anak jalanan di kawasan atau 
lokasi yang telah diketahui melalui proses pendataan sebelumnya. 
 Kemudian, Dinas Sosial kota Makassar menggelar kegiatan kampanye 
dan sosialisasi tentang keberadaan peraturan sebagai dasar hukum dan juga 
memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya 
untuk tidak membiasakan memberikan uang di jalanan. Kegaiatan kampanye 
dan sosialisasi dilakukan pada lingkungan masyarakat Kota Makassar.Kegiatan 
kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk atau 
baliho untuk tidak memberikan uang pada anak jalanan. 
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 Sedangkan bentuk sosialisasi sendiri terbagi atas dua bentuk, yaitu baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung sendiri 
dilakukan dalam bentuk ceramah maupun interaksi yang memberikan informasi 
kepada seseorang atau sekelompok orang melalui tatap muka atau dialog secara 
langsung,sedangkan sosialisasi secara tidak langsung sendiri dilakukan melalui 
media cetak maupun di media elektronik sebagai media perantara antara 
pemerintah kepada masyarakat sebagai objek dari peraturan ini (Perda Kota 
Makassar No. 2 Tahun 2008). Namun, pada intinya kegiatan itu semua tidak 
akan terlaksana tanpa andil yang besar dari masyarakat Kota Makassar sendiri. 
IV.2.2 Pembinaan Lanjutan 
 Pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang menitikberatkan pada 
peminimalisiran jumlah anak-anak jalanan yang melakukan aktifitasnya di 
tempat-tempat umum. Pembinaan Lanjutan juga lebih mengarah kepada masa 
depan anak jalanan tersebut. Selain itu pembinaan lanjutan juga sebagai lanjutan 
dari langkah pembinaan pencegahan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk 
lebih mudah memahami pembinaan lanjutan ini, maka penulis membuat bagan 























sumber : Dinas Sosial Makassar 2017 
 Para anjal, gepeng dan pengamen setelah di data, apabila masih terjaring 
pada saat razia akan mendapatkan teguran dan kesempatan sebanyak tiga kali. 
Teguran pertama anjal, gepeng dan pengamen masih diberikan nasehat dan 
teguran. Selanjutnya apabila masih terjaring, maka Dinas Sosial akan 
menghubungi orang tua atau keluarga yang bersangkutan untuk kemudian 
membuat surat pernyataan mengenai apabila yang bersangkutan masih terjaring 
PENGENDALIAN SEWAKTU-WAKTU 
KETIKA MENDAPATI ANJAL/ANAK 
YANG BERASAL DARI LEMBAGA YG 
MENGATAS NAMAKAN LEMBAGA 
SOSIAL SEMENTARA MELAKUKAN 
AKTIFITAS DI TEMPAT-TEMPAT UMUM 
KEGIATAN BIMBINGAN 
 BIMBINGAN SOSIAL 
 BIMBINGAN MENTAL SPIRITUAL 
 BIMBINGAN HUKUM 
 PERMAINAN ADAPTASI SOSIAL 
(OUTBOUND) 
PENDEKATAN 
IDENTIFIKASI DAN PENYELEKSIAN 
 IDENTITAS DIRI 
 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 
 STATUS SOSIAL 
 MASALAH LINGKUNGAN DARI ANAK 
TERSEBUT 
 MENGUNGKAP DAN 
MEMAHAMI MASALAH 
SERTA KEBUTUHAN 
ANAK YG TERJARING 
RAZIA PENDAMPINGAN SOSIAL 
KEPADA ANAK TERSEBUT 
DAN KELUARGANNYA 









Anak yg terjaring 
dibawa ke Panti Sosial 
untuk ditampung 




oleh Dinas Sosial, maka keluarga harus rela apabila Dinas Sosial mengamankan 
yang bersangkutan. Pada teguran yang ketiga, secara otomatis DInas Sosial 
akan memberikan shock teraphy lalu akan dibawa ke panti sosial. 
 Anak jalanan yang dibawa ke panti sosial tersebut akan di tes urin terlebih 
dahulu. Lalu, apabila hasilnya positif maka akan langsung diarahkan ke YKP2N 
untuk menjalani rehabilitasi khusus disana. Sedangkan yang hasil tes urinnya 
negtif, maka mereka akan ditampung secara sementara selama kurang lebih 10 
hariuntuk dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan selama dalam masa 
penampungan sementara terdiri atas bimbingan sosial, bimbingan 
mentalspiritual, bimbingan hukum, serta permainan adaptasi sosial atau outbond. 
Selama dalam kegiatan pembinaan tersebut maka dilakukan pula pendekatan 
awal kepada anak-anak jalanan dengan cara mengindetifikasi dan menyeleksi 
apa saja yang menjadi masalah pokok sehingga anak-anak jalanan yang 
terjaring razia ini masih saja melakukan aktivitasnya sebagai anak jalanan. Dari 
identifikasi dan seleksitersebut, dapat diketahui permasalahan utama  yang di 
hadapi anak-anak jalanan ini. 
 Setelah diketahui masalahnya maka pihak Dinas Sosial yang  bekerja 
sama dengan instansi terkait dapat mengungkapkan dan memahami masalah 
serta apa yang perlu dilakukan guna mengatasi masalah-masalah tersebut. 
Sebelum memutuskan upaya apa yang akan dilakukan untuk menangani 
permasalahan anak jalanan tersebut, maka dinas sosial yang bekerjasama 
dengan instansi-instansi terkait melakukan temu bahas untuk menentukan apa 
saja yang harus dilakukan untuk menangani berbagai permasalahan anak-anak 
jalanan tersebut.  
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 Kemudian setelah diketahui lebih dalam maka diadakan pendampingan 
secara individual, artinya dalam pendampingan ini bukan saja hanya anak 
tersebut melainkan juga dilakukan pendampingan terhadap keluarga anak-anak 
jalanan secara rutin dan berkesinambungan. Selain dilakukan pendampingan 
secara rutin dan berkesinambungan, anak-anak jalanan tersebut setelah 
diketahui masalahnya, pihak dinas sosial yang bekerjasama dengan instansi 
terkait menentukan apakah anak ini dikembalikan ke lingkungan masyarakat baik 
itu diikutkan dalam pendidikan secara formal maupun non-formal atau secara 
bersyarat yang berarti tidak akan kembali melakukan aktivitasnya di jalan atau 
tetap tinggal di panti guna dilakukan pengrehabilitasian terhdap anak tersebut 
sebelum dikembalikan ke lingkungan. 
IV.2.3. Usaha Rehabilitasi Sosial 
Tahap rehabilitasi sosial ini merupakan lanjutan dari anak jalanan yang 
sudah diberikan pembinaan lanjutan. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk 
memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka 
mampu dalam tata kehidupan bermasyarakat. Anak-anak tersebut ada yang 
dikembalikan secara bersyarat untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-
formal, dan ada juga yang masih berada di dalam panti rehablitasi guna 
mengikuti pembinaan rehabilitasi melalui sistem yang ada di dalam panti sosial 
tersebut. 
 Pembinaan anak jalanan tersebut tentu berbeda-beda sesuai dengan 
kelompok usia mereka masing-masing. Sebagaimana yang tertera pada perda 
no. 2 tahun 2008 bahwa anak jalanan terdiri atas tiga jenis yaitu, anak jalanan 
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usia produktif (14-18 tahun), anak jalanan usia balita (0-5 tahun), dan anak 
jalanan usia sekolah (6-15 tahun). 
Anak jalanan usia produktif akkan mendapatkan bimbingan: 
a. Bimbingan mental spiritual 
Membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai 
dengan norma yang berlaku di masyarakat yang meliputi bimbingan 
keagamaan, budi pekerti dan norma-norma kehidupan. 
b. Bimbingan fisik 
Kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan 
c. Bimbingan sosial 
Memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan 
tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan 
sosial baik perorangan maupun secara berkelompok. 
d. Bimbingan dan pelatihan keterampilan 
Menyesuaikan kemampan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja 
sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan 
pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu 
e. Bantuan stimulans peralatan kerja 
Sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai 
dengan jenis keterampilan yang diperoleh. 
f. Penempatan 
Memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk 
memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan 
pada tempat yang layak agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke 
keluarga dan masyarakat. 
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Sedangkan anak jalanan usia balita akan mendapatkan pendekatan pembinaan 
dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan. 
Pendampingan yang dimaksud adalah melakukan kegiatan pendidikan pra 
sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat. 
Pendampingan ini dilakukan oleh pekerja sosial profesional, pekerja sosial 
masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota karang taruna 
yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan. Kemudian untuk 
anak jalanan usia sekolah akan mendapatkan bimbingan berupa: 
a. Bimbingan mental spiritual 
Membentuk sikap dan perilaku anak agar berkeinginan kembali ke 
bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi 
pekerti yang dilakukan oleh pendamping di pant sosial. 
b. Bimbingan fisik 
Kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan. 
c. Bimbingan sosial 
Upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan 
kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan 
permasalahannya sendiri. 
d. Bimbingan pra sekolah 
Dilakukan pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya 
untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan 
formal yang lebih terarah, terbina dan pengenalan kondisi situasi 
sekolah serta memberikan pemahaman dan pengertian pada 
matapelajaran sekolah sesuai denga strata sekolah yang dilakukan oleh 
instansi terkait, pendamping dan stakeholder. 
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e. Bantuan stimulans beasiswa dan peralatan sekolah 
Sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga penerima 
pelayanan. 
f. Penempatan 
Pengembalian ke keluarga dan/atau difasilitasi untuk memperoleh 
kesempatan mengikuti pendapatan formal dan non formal sebagai 
berikut: 
1. Pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan 
pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat 
rumah. 
2. Pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus 
sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk 
memasuki program paket A, B dan C. 
 
IV.3.  Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak
 Jalanan,Gelandangan, Pengemis dan Pengamen 
  
 Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan analisis dari hasil penelitian 
implemenasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan 
observasi di lapangan secara mendalam berdasarkan teori Van Meter dan Van 
Horn. Teori dari Van meter dan Van Horn ini terdiri dari 6 elemen yaitu, ukuran 
dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, 
kecenderungan/disposisi para pelaksana, komunikasi antarorganisasi & aktivitas 
pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Akan tetapi berdasarkan 
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observasi yang dilakukan oleh penulis, hanya ada 4 indikator yang ditemukan di 
lapangan, yaitu sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi 
antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingungan ekonomi, sosial dan politik. 
 
IV.3.1. Sumber Daya 
 Sumber daya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam 
melaksanakan suatu maksud yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk 
menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang 
cukup dan memadai, implementasi suatu kebijakan akan terganggu dan menjadi 
agak sulit untuk dilaksanakan. Sumber daya yang ada pada pihak pembuat dan 
pelaksana kebijakan haruslah cukup dan memadai sesuai dengan apa yang 
tertera di dalam peraturan. Selain itu, pihak pembuat dan pelaksana kebijakan 
harus menggunakan sumber daya secara cermat dan sesuai dengan apa yang 
tertulis dalam peraturan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai 
sumber daya yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 
IV.3.1.1. Manusia 
 Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu 
proses implementasi.  Apabila sumber daya manusia dalam sebuah organisasi 
kurang dalam hal jumlah, maka kegiatan organisasi tidak akan berjalan secara 
optimal. Di sisi lain, sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi dan 
kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara maksimal. 
"Kalau dari segi kuantitas,Tim TRC (Tim Reaksi Cepat) 
Saribattang berjumlah 33 orang yang terdiri dari ketua, 
sekretaris, 6 orang satpol pp, 6 orang polisi dan 19 orang dari 
Dinas Sosial. Kami rasa jumlah tersebut sudah cukup untuk 
saat ini. Mereka semua juga memiliki latar belakang pendidikan 
yang kuat dan pengalaman yang sangat cukup." (Kepala Seksi 




Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pak Hs berpendapat bahwa dari segi 
kuantitas dan kualitas Dinas Sosial sudah memiliki sumber daya manusia yang 
cukup untuk melaksanakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis 
dan pengamen.  
Tabel 4.1 
          DAFTAR JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 
 
Sumber : Dinas Sosial Makassar 2017 
 
 Dari tabel di atas, dapat di ketahui bahwa secara keseluruhan Dinas 
Sosial memiliki 103 pegawai yang bertugas. Mereka terbagi ke dalam golongan 
II.c hingga IV.c. Golongan yang terbanyak pada Dinas Sosial adalah golongan 
III.d yaitu 14 orang. Tetapi pegawai yang sudah masuk golongan masih lebih 
sedikit dengan tenaga kontrak yang ada yaitu sebanyak 63 orang (31 orang laki-
laki dan 32 orang perempuan). Secara keseluruhan pegawai Dinas Sosial yang 
berjenis kelamin perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak yaitu 54 
sedangkan pegawai Dinas Sosial yang berjenis kelamin laki-laki hanya 49 orang. 
Untuk sebuah Dinas yang memiliki tugas penting yang tidak kalah penting 
dengan Dinas lainnya, Dinas Sosial masih termasuk kekurangan sumberdaya 
manusia. Apalagi untuk bidang rehabilitasi sosial dan lebih terkhusus seksi 
pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang 
bersentuhan langsung dengan perda nomor 2 tahun 2008, masih sangat kurang 




GOLONGAN T. KONTRAK TOTAL 
IV.c IV.b IV.a III.d III.c III.b III.a II.c 
Laki-laki 1 2 4 5 2 2 1 1 31 49 
Perempuan 0 1 6 9 1 0 3 2 32 54 













1 Kamil Kamaruddin, SE L Kasie Pemb. Anjal,Gepeng dan Pengamen 
2 Musfahuddin Munsyir, S.Sos L Staf Seksi Pemb. Anjal, Gepeng dan Pengamen 
3 A. Aditya, S. ST L Staf Seksi Pemb. Anjal, Gepeng dan Pengamen 
4 Fuad Rakhmat Rizky, S.ST L Staf Seksi Pemb. Anjal, Gepeng dan Pengamen 
5 M. Fadly Agus, S. ST L Staf Seksi Pemb. Anjal, Gepeng dan Pengamen 
6 Nur Aslam, S. IP L Staf Seksi Pemb. Anjal, Gepeng dan Pengamen 
7 Andi Panca Azikin, S. ST L Staf Seksi Pemb. Anjal, Gepeng dan Pengamen 
8 Syarifuddin L Staf Seksi Pemb. Anjal, Gepeng dan Pengamen 
9 Rabiah Tul Adawiah, S. Sos P Pelaksana Seksi Anjal, Gepeng dan Pengamen 
10 Norman Ilmi, S. Sos L Pelaksana Seksi Anjal, Gepeng dan Pengamen 
11 Ibnu Chaldon, S. Sos L Pelaksana Seksi Anjal, Gepeng dan Pengamen 
12 Betty Sefriatin, A. Ks P Pelaksana Seksi Anjal, Gepeng dan Pengamen 
13 Irmawaty Yusuf, S. Sos P Pelaksana Seksi Anjal, Gepeng dan Pengamen 
14 Ermiyati, S. Sos P Pelaksana Seksi Anjal, Gepeng dan Pengamen 
15 Hasrul, S. Kesos L Pelaksana Seksi Anjal, Gepeng dan Pengamen 
16 Irmawati Anshar, S. Sos P Pelaksana Seksi Anjal, Gepeng dan Pengamen 
17 Astuti, S. Sos P Pelaksana Seksi Anjal, Gepeng dan Pengamen 
18 Andi Rezki Amaliah Yusran P Pelaksana Seksi Anjal, Gepeng dan Pengamen 
19 A. M. Aksa Nur Mukhtar L Pelaksana Seksi Anjal, Gepeng dan Pengamen 
 
Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar 
Tabel daftar pegawai di atas semakin memperkuat bahwa Dinas Sosial 
terutama seksi pembinaan anjal, gepeng dan pengamen yang bersentuhan 
langsung dengan perda no. 2 tahun 2008, memang memiliki sumber daya 
manusia yang cukup memadai dari kuantitas maupun kualitasnya dengan jumlah 
personil 19 orang dan cenderung minimal pendidikannya adalah S-1. Selain itu 
ada pula bantuan anggota satpol pp 6 orang dan polisi juga 6 orang. Akan tetapi, 
berdasarkan hasil pengamatan penulis pada saat patroli dengan Tim TRC 
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Saribattang, anggota satpol pp maupun polisi tidak bertugas dengan maksimal 
dikarenakan umur yang sudah tidak muda lagi. Hal ini menyebabkan tidak 
optimalnya penertiban pada saat patroli, karena ada beberapa anggota satpol pp 
maupun polisi yang tidak sanggup berlari terlalu sering dan terpaksa hanya 
berjalan kaki. 
IV.3.1.2. Finansial 
 Finansial merupakan sumber daya yang tidak kalah pentingnya dengan 
manusia. Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah 
tersedia sedangkan kucuran dana mealui anggaran tidak tersedia, maka 
memang menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh 
kebijakan tersebut. Untuk memperdalam sumber daya finansial dari Dinas Sosial, 
maka peneliti mewawancarai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. 
"Sampai saat ini, Dinas Sosial memiliki sumber dana dari 
APBD. Itu sudah termasuk untuk patroli, selama pembinaan, 
maupun apabila kami harus memulangkan anjal / gepeng ke 
tempat tinggalnya maupun memasukkan mereka ke sekolah." 
(Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 2017) 
 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di atas, Pak Md mengemukakan 
bahwa secara finansial Dinas Sosial tidak mengalami kesulitan untuk 
melaksanakan pembinaan anjal dan gepeng. Hal ini diperkuat oleh pernyataan 
dari satpol pp yang penulis wawancarai berikut ini: 
"Kalo untuk anggota yang patroli memang kita ada dana 
operasional yang diberikan tiap bulannya. Itu sudah termasuk 
untuk uang makan, minum, bensin. Jadi lain gaji pokok lain juga 
dana operasional" (Satpol pp, 2017) 
 
Menurut Pak Sy selaku satpol pp, adanya dana operasional menjadi 
mempermudah anggota tim TRC Saribattang dalam melaksanakan patroli. 
Seberapa banyak dana operasional yang diberikan tergantung dari seberapa 
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banyak anggota TRC Saribattang melakukan patroli. Semuanya dapat diketahui 
karena ada absen patroli yang harus di isi. Sedangkan pernyataan lain peneliti 
berhasil dapatkan dari Kepala Subag Keuangan sebagai berikut: 
“Sebetulnya memang masih kurang alokasi untuk pendanaan 
patroli dan pelatihan keterampilan anjal dan gepeng dari APBD, 
apalagi volume kerja tim patroli yang bekerja setiap hari. Cuma 
kan PAD Kota Makassar bukan cuma untuk Dinas Sosial, 
banyak dinas-dinas dan instansi lain juga. Jadi kami tetap 
memaksimalkan apa yang telah diberikan sampai saat ini.” (27 
Juli 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bu Am mengatakan Dinas Sosial 
sebetulnya masih kekurangan dana untuk pendanaan patroli dan pelatihan 
keterampilan anjal dan gepeng terutama patroli karena volume kerja yang 
dilakukan setap hari.  
Tabel 4.3 
PENDANAAN SEKSI PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, 













Pelatihan keterampilan kerja anjal dan gepeng 




Sumber : DInas Sosial Makassar 2017 
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya dana yang 
diperoleh Dinas Sosial untuk melaksanakan kebijakan pembinaan anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen sebetulnya sudah cukup banyak. Tetapi 
dari tiga pernyataan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan 
narasumber dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Sosial masih menganggap 
bahwa dana yang diperoleh untuk melaksanakan perda nomor 2 tahun 2008 ini 
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masih kurang, karena pelaksanaan patroli yang dilaksanakan setiap hari. Selain 
itu jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang jumlahnya 
sulit untuk diredam juga membuat Dinas Sosial harus bekerja ekstra tetapi juga 
harus didukung dari segi finansial. 
IV.3.1.3. Waktu 
 Waktu merupakan sumber daya terakhir yang sama pentingnya dengan 
sumber daya yang sebelumnya. Waktu akan mempengaruhi tingkat kesulitan 
pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal. 
Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, 
tetapi terbentur denga persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini dapat 
menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, waktu 
juga berbicara mengenai jam kerja pegawai apakah sesuai atau justru 
melampaui batas. 
"Semenjak perda ini ditetapkan, tidak ada batasan waktu yang 
ditetapkan untuk menyelesaikan kebijakan ini. Akan tetapi, 
yang saya dengar Kementrian Sosial RI telah mencanangkan 
Indonesia bebas anak jalanan pada tahun 2018 mendatang. 
Hal ini tentu membuat kami semakin fokus untuk melakukan 
pembinaan." (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pak Md menyatakan bahwa tidak ada 
batasan waktu untuk menyelesaikan penerapan perda ini, tapi hal tersebut tidak 
membuat Dinas Sosial jadi tidak serius menangani anjal dan gepeng. Apalagi 
semenjak adanya isu dari Kementrian Sosial RI mengenai tahun 2018 Indonesia 
bebas anak jalanan, Dinas Sosial Kota Makassar semakin serius dan berharap 
bahwa semakin tahun anjal dan gepeng akan berkurang. Sedangkan untuk 




"Jam kerja kami sudah sangat jelas.Saya sebagai polisi yang 
berperan dalam patroli yang dilaksanakan setiap hari. Patroli ini 
dilaksanakan dua kali sehari dan dibagi menjadi dua shift yaitu 
siang dan sore. Jadi tidak ada kesulitan dalam menjalankan 
patroli." (Polisi, 2017) 
 
Menurut Pak Ys selaku polisi, pembagian waktu atau shift untuk patroli sudah 
cukup efektif sehingga tidak ada anggota patroli yang terlalu kelalahan akibat 
patroli seharian. Apalagi patroli ini dilakukan mengelilingi kota Makassar dimana 
tempat-tempat yang menjadi titik rawan anjal dan gepeng. Selain itu, Kepala 
Seksi Pembinaan Anjal, Gepeng dan Pengamen memberikan pernyataan 
sebagai berikut: 
“Patroli oleh tim TRC Saribattang dilakukan setiap hari. Hari 
senin-jumat dilaksanakan pukul 09.00-13.00 kemudian dilanjut 
pukul 16.00-20.00. Sedangkan hari sabtu dilaksanakan pukul 
16.00-20.00dan minggu dilaksanakan pukul 08.00-12.00.” (27 
Juli 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pak Hs mengemukakan jam kerja tim TRC 
Saribattang yang melakukan patroli setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa 
Dinas Sosial benar-benar fokus dan berupaya untuk menurunkan jumlah anjal, 
gepeng dan pengamen. 
 Dari hasil tiga pernyataan yang didapatkan oleh peneliti, maka dapat 
disimpulkan bahwa dari segi waktu, Dinas Sosial tidak mengalami kesulitan 
dalam menuntaskan tugasnya melakukan pembinaan anjal dan gepeng karena 
tidak ada batasan waktu yang ditentukan. Sedangkan bagi para pegawai dan 
petugas yang berkontribusi dalam pelaksanaan perda no.2 tahun 2008 juga tidak 





IV.3.2. Karakteristik Agen Pelaksana 
 Perda no.2 tahun 2008 tentang Pembinaan terhadap anak jalanan, 
gelandangan pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan : 
a. memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta 
ketentraman masyarakat; 
b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat 
sebagai warga negara yang harus dihormati; 
c. menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam 
mewujudkan kehidupan bersama yang tertib danbermartabat; 
d. menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan 
kehidupan bermasyarakat; 
e. meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum 
yang dapat melindungi warga masyarakatagar dapat hidup tenang dan 
damai; 
f. mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara 
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan 
negara. 
Sebagai sebuah kebijakan publik yang berusaha untuk menciptakan ketertiban 
dan ketentraman masyarakat, merubah perilaku dan tingkah laku manusia, serta 
mewujudkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan 
individu dan masyarakat perda ini melibatkan berbagai stakeholder di dalamnya. 
 Dinas Sosial Kota Makassar selaku pelaksana dari kebijakan ini 
melibatkan berbagai agen pelaksana di dalamnya. Salah satu kegiatan rutin dari 
Dinas Sosial ialah melalui patroli yang ditangani langung oleh tim TRC (Tim 
Reaksi Cepat) Saribattang. Tim ini bekerja dalam dua shift yakni shift pertama 
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pada pukul 11.00-15.00 yang berpatroli pada rute (pettarani-boulevard-
pengayoman-pettarani-alauddin) dan shift kedua yang berpatroli pada rute (urip-
perintis-daya-sudiang) pada pukul 15.00-20.00. Di dalam berpatroli apabila 
ditemukan anak jalanan yang tengah mengemis maupun mengamen langsung 
ditangkap oleh petugas. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti dan 
diperkuat oleh pernyataan Kepala Seksi Pembinaan Anjal dan Gepeng: 
“...kalau anak jalanan sudah pasti langsung kami tangkap 
karena sering kali ketika kami melakukan patroli, mereka 
langsung kabur dan tidak mau mengikuti arahan kami.” (13 Juli 
2017) 
 
Ketika berpatroli sering kali ditemukan anak jalanan yang tidak ingin di razia dan 
melawan petugas sehingga ketika pendekatan persuasif yang dilakukan oleh 
petugas sudah tidak direspon dengan baik maka petugas kadang kala 
melakukan tindakan represif seperti dilakukan pengejaran, kemudian ditangkap 
paksa dan dimasukkan ke dalam mobil patroli. Jika anak jalanan melawan, maka 
petugas melakukan tindakan yang lebih tegas seperti gertakan maupun sentuhan 
fisik dari petugas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sn yang terjaring patroli 
pada tanggal 19 Juli 2017: 
“Tadi waktuku ngamen tiba-tiba langsung ada satpol turun dari 
mobil patroli,jadi langsung ka’ kaget. Mau ka’ lari tapi na 
tangkap duluan ma’ itu satpol. Karena melawanka’ jadi na 
rakko’ (mencengkram) leher ku’.” 
 
Dari kesaksian Sn ketika ia melihat petugas satpol pp turun dari mobil dengan 
spontan ia berlari namun terkejar oleh petugas, karena melawan akhirnya Sn 
mendapatkan cengkraman leher oleh petugas. Sebagai pihak yang terjun 
langsung di lapangan tim reaksi cepat saribattang akan bertindak tegas terhadap 
anak jalanan yang melakukan perlawanan dan tidak ingin ditindak oleh petugas. 
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 Kesimpulannya adalah karakteristik dari Dinas Sosial dalam pelaksanaan 
kebijakan ini disesuaikan dengan setiap objek yang ditemui di lapangan. Apabila 
dengan cara persuasif anak jalanan, gelandangan, pengemis maupun pengamen 
dapat diamankan maka tim patroli tidak akan bertindak terlalu keras. Namun 
apabila objek sasaran tersebut berusaha melarikan diri apalagi melawan, maka 
tim reaksi cepat Saribattang akan bertindak tegas bahkan keras dalam 
penertiban anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. 
 
IV.3.3. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 
 Dalam setiap implementasi kebijakan, diperlukan peran yang sangat 
penting dari berbagai elemen yang terkait. Walaupun ada satu elemen yang 
menjadi tumpuan atau pelaksana utama, tapi tentu akan membutuhkan elemen 
lain supaya tujuan yang telah ditentukan bisa tercapai. Adanya elemen-elemen 
yang saling membantu untuk pengimplementasian sebuah kebijakan tidaklah 
cukup apabila koordinasi diantara organisasi yang terlibat tidak maksimal. 
Komunikasi antarorganisasi harus terjalin dengan baik apabila sebuah kebijakan 
ingin terimplementasikan dengan optimal. Aktivitas yang dilakukan dalam 
mengimplementasikan kebijakan harus dilakukan secara bersama-sama agar 
tingkat hambatan dan kesulitan saat proses implementasi semakin kecil. 
 Dalam kasus ini, Dinas Sosial merupakan pelaksana utama untuk 
menerapkan kebijakaan pembinaan anjal dan gepeng. Tentunya Dinas Sosial 
tidak mampu untuk melaksanakannya sendirian. Oleh karena itu, Dinas Sosial 
bekerja sama dan  dibantu oleh beberapa elemen yang ada antara lain, satpol 
pp, polrestabes, YKP2N, dan panti rehabilitasi yang lainnya. Untuk memastikan 
mengenai bentuk komunikasi antarorganisasi dari Dinas Sosial dengan elemen 
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yang lainnya, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial: 
"Kami selalu punya koordinasi yang baik dengan satpol pp dan 
polrestabes, makanya kami bisa dipercayakan untuk dibantu 
oleh 6 anggota satpol pp dan 6 anggota kepolisian dalam 
memperlancar patroli. Saya pribadi sebagai pimpinan juga 
selalu terbuka apabila dari pihak  satpol maupun polisimemiliki 
saran atau keluhan seputar pelaksanaan patroli dsb." (15 Juli 
2017) 
 
Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa koordinasi dan komunikasi yang 
telah dilakukan oleh Dinas Sosial dengan pihak satpol pp dan polrestabes sudah 
cukup baik, karena mereka bisa saling membantu dalam kegiatan patroli yang 
dilaksanakan setiap hari. Sedangkan mengenai koordinasi dengan YKP2N 
selaku panti rehabilitasi untuk pecandu atau pemakai narkoba, dijelaskan oleh 
Kepala Seksi Pembinaan Anjal dan Gepeng sebagai berikut: 
"Dengan adanya YKP2N yang ingin bekerjasama untuk 
membantu Dinas Sosial menekan tingkat anjal dan gepeng di 
Kota Makassar, kami sangat bersyukur akan hal ini. Anjal dan 
gepeng yang telah melakukan tes urin dan hasilnya positif 
sebagai pengguna narkoba, maka kami langsung arahkan ke 
YKP2N karena tentu disana mereka akan mendapatkan 
rehabilitasi khusus dan itu merupakan bidangnya YKP2N." (15 
Juli 2017) 
 
Dinas Sosial menganggap bahwa koordinasi dan komunikasi yang dilakukan 
dengan YKP2N sudah cukup baik, karena mereka bersedia membantu Dinas 
Sosial untuk merehabilitasi anjal maupun gepeng yang positif sebagai pemakai 
narkoba. Untuk lebih meyakinkan maka peneliti melakukan konfirmasi dengan 
pihak YKP2N. Kemudian peneliti berhasil menemui Direktur YKP2N untuk 
mewawancarai, Pak Sl mengatakan: 
"Sampai saat ini kami dengan Dinas Sosial selalu memiliki 
komunikasi dan koordinasi yang baik dalam hal penanganan 
anjal maupun gepeng yang merupakan pemakai narkoba. Pada 
patroli setiap hari  yang dilakukan oleh Dinas Sosial, apabila 
dtemukan anjal atau gepeng yang positif memakai narkoba 
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akan langsung kami ambil alih untuk direhabilitasi." (17 Juli 
2017) 
 
Dari pernyataan di atas berarti apa yang diungkapkan oleh Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial telah terkonfirmasi dengan apa yang diungkapkan oleh 
Direktur YKP2N. Sedangkan hal lain juga diungkapkan oleh Kepala Seksi 
Pembinaan Anjaldan Gepeng. 
"Sebetulnya kami juga sangat memerlukan bantuan lebih dari 
kecamatan. Bisa dibayangkan apabila setiap kecamatan bisa 
berkontribusi untuk ikut menertibkan anjal dan gepeng pada 
saat Dinas Sosial melakukan patroli, saya yakin pasti jumlah 
anjal dan gepeng akan semakin berkurang saat ini. Karena kan 
yang lebih mengetahui lingkungan di sekitarnya pasti 
pemerintah kecamatan itu sendiri." (15 Juli 2017) 
 
Hasil dari wawancara di atas menyatakan bahwa Dinas Sosial sangat 
menyayangkan setiap kecamatan belum bisa mendorong kebijakan ini agar bisa 
terimplementasi secara maksimal. Pak Hs juga menambahkan memang sudah 
ada beberapa kecamatan yang setidaknya ikut memberikan info tentang 
keberadaan anjal dan gepeng di wilayahnya masing-masing, tetapi alangkah 
lebih baik kalau setiap kecamatan juga bisa ikut berpatroli atau setidaknya 
mengawasi kebeadaan anjal dan gepeng ini karena di setiap kecamatan pun ada 
polseknya masing-masing.  
 Dari hasil observasi penulis mengenai aktivitas pelaksana dalam hal ini 
Dinas Sosial memiliki alur pembinaan yang rutin. Pertama, Dinas Sosial 
melakukan patroli setiap hari (senin-jumat : 10.00-15.00 & 16.00-20.00, sabtu : 
08.00-13.00 dan minggu : 13.00-18.00). Anjal, gelandangan, pengamen dan 
pengemis yang berhasil diamankan akan langsung dibawa ke rumah RPSA 
(Rumah Perlindungan Sosial Anak) yang terletak di jalan Langgau untuk 
melakukan assesment (pendataan). Kemudian, apabila ada yang terlihat atau 
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terdeteksi sebagai pengidap narkoba, maka DInas Sosial langsung 
membawanya ke YKP2N untuk menjalani rehabilitasi khusus. Pemakai narkoba 
ini kebanyakan adalah anak jalanan. Sedangkan yang lainnya menjalani proses 
secara berbeda-beda. Pengamen yang tertangkap akan langsung disuruh untuk 
menghancurkan alat musiknya sendiri dan apabila berdomisili di Makassar maka 
akan segera dipulangkan. Untuk gelandangan maupun pengemis, apabila masih 
anak-anak maka mereka akan dipanggil orang tua atau walinya untuk diberikan 
pengarahan langsung dari Dinas Sosial. Bagi Gelandangan maupun pengemis 
yang sudah dewasa atau usia kerja, apabila berdomisili di luar Kota Makassar 
maka akan sesegera mungkin dipulangkan di kampung asalnya. Sedangkan bagi 
yang berdomisili di Kota Makassar dan tidak memiliki pekerjaan, maka Dinas 
Sosial akan memberikan pelatihan keterampilan agar kelak harapan hidupnya 
bisa lebih baik dengan memiliki pekerjaan. 
 Jadi dapat disimpulkan dari semua pernyataan di atas bahwa mengenai 
komunikasi antara Dinas Sosial dengan pihak-pihak lain yang terlibat sudah 
cukup bagus, hanya yang perlu diperkuat adalah komunikasi dan koordinasi 
antara setiap kecamatan dengan Dinas Sosial supaya anjal dan gepeng bisa 
semakin berkurang di Kota Makassar. 
 
IV.3.4. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik 
 Hal terakhir yang perlu diperhatikan dan tidak kalah penting adalah 
lingkungan eksternal yang ada dalam penerapan suatu kebijakan. Lingkungan 
eksternal memang membawa pengaruh dalam implementasi kebijakan besar 
maupun kecil. Apabila lingkungan eksternal tidak kondusif maka akan menjadi 
faktor penyebab dari kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, 
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kekondusifan lingkungan eksternal harus pula diperhatikan agar 
pengimplementasian kebijakan dapat terlaksanakan dengan baik. Dalam 
implementasi kebijakan pembinaan anjal dan gepeng, lingkungan eksternal yang 
paling dekat adalah masyarakat itu sendiri. Sejauh mana masyarakat dapat 
mengambil andil dalam pengimplementasian perda ini dan bagaimana tanggapan 
masyarakat mengenai penerapan kebijakan ini. Untuk itu peneliti mewawancara 
seorang pengguna jalan raya bernama Pak Ea: 
"Sangat sepakat ja juga sama kebijakan itu, masalahnya jadi 
terganggu ki di lampu merah biasa ada anak biasa minta-mintai 
ki uang. Kasihan tonja juga sebetulnya tapi itu mi, biasa na 
paksa ki untuk kasih mereka uang padahal sudah mi dibilang 
ndak ada." (13 Juli 2017) 
 
Dari pernyataan di atas, Pak Ea merasa terganggu dengan keberadaan anjal 
yang biasa mengemis dan malah sering memaksa untuk diberikan uang. Banyak 
juga dari masyarakat yang merasa resah dengan anjal dan gepeng seperti yang 
dirasakan oleh Pak Ea. Sedangkan hal lain pula juga diungkapkan oleh 
masyarakat yang berhasil diwawancarai oleh peneliti. Pak Am mengungkapkan: 
"Kayak masih banyak ji ku liat pengamen sama pengemis itu di 
lampu merah. Masih ndak efektif pi kayaknya itu aturannya. 
Padahal kan saya kira dibina ji berarti harusnya ndak ke jalanan 
mi lagi itu." (13 Juli 2017) 
 
Dari pernyataan di atas Pak Am menganggap bahwa penerepan kebijakan 
pembinaan anjal dan gepeng ini belum efektif karena masih banyak dilihat 
pengamen dan pengemis di perempatan lampu merah maupun di tempat umum 
lainnya. Setelah mendapatkan tanggapan dari masyarakat, peneliti ingin 
mengetahui konfirmasi dari pihak Dinas Sosial. Oleh sebab itu, peneliti 
melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. 
"Terkait dengan hal tersebut, memang tidak bisa dipungkiri 
sampai saat ini masih banyak anjal dan gepeng di Makassar. 
Kami tidak bisa menjamin bahwa anjal dan gepeng yang sudah 
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menjalani pembinaan nantinya tidak akan kembali ke jalanan. 
Kembali lagi kepada setiap individu masing-masing, kalo 
memang mereka pribadi memiliki keinginan untuk berubah pasti 
bisa." (15 Juli 2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial 
sendiri tidak dapat menjamin apabila anjal dan gepeng sudah menjalani 
pembinaan maka mereka tidak akan kembali ke jalanan. Dinas Sosial telah 
mengerahkan segala cara untuk menekan tingkat jumlah anjal dan gepeng setiap 
tahun. Akan tetapi setelah berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Sosial, 
semua kembali kepada masing-masing individu. Banyak anjal dan gepeng yang 
sudah ditangkap maupun dibina akhirnya akan kembali ke jalanan melakukan 
kegiatan yang mereka jalani sebelumnya. Tetapi tidak sedikit pula dari mereka 
yang justru mau berubah dan memilih untuk memiliki harapan hidup yang lebih 
baik. Kesimpulannya adalah masyarakat sendiri belum berperan aktif dalam 
membantu pemerintah menerapkan kebijakan ini karena masih banyak 
masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1. Kesimpulan 
1. Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis 
dan pengamen yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 
Tahun 2008 belum mampu diterapkan secara efektif karena dari tujuan dan 
sasaran dari perda no. 2 tahun 2008 belum ada yang dapat tercapai secara 
maksimal. Kemudian, sumber daya dari Dinas Sosial sendiri masih 
terbilang kurang. Dari segi sumber daya manusia hanya ada 33 orang yang 
terdiri dari 6 anggota satpol pp, 6 polisi dan 21 orang dari Dinas Sosial 
padahal kebijakan ini diterapkan di seluruh Kota Makassar yang memiliki 
13 kecamatan. Kemudian untuk satpol pp yang bertugas juga rata-rata 
sudah agak tua sehingga patroli yang dilakukan setiap hari kurang efektif, 
apalagi jika terjadi pengejaran terhadap anjal maupun gepeng yang 
berusaha kabur karena takut untuk dibawa, biasanya hanya satu/dua orang 
yang bisa mengejar karena yang lainnya sudah tidak terlalu kuat lari. 
2. Komunikasi dan koordinasi Dinas Sosial dengan pihak yang sebetulnya 
dapat terlibat juga masih kurang, terbukti yang masih berperan aktif 
melakukan rehabilitasi hanya YKP2N padahal Dinas Sosial sendiri 
mengakui bahwa mereka kekurangan tempat untuk melakukan pembinaan 
karena tempat yang Dinas Sosial yaitu RPSA (Rumah Perlindungan Sosial 
Anak) tidak terlalu besar sehingga tidak bisa menampung terlalu banyak 
anjal dan gepeng. Sama halnya dengan kecamatan, komunikasi antara 
kecamatan dengan Dinas Sosial pun masih kurang. 
86 
 
3. Lalu masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung 
penerapan kebijakan ini, terbukti masih banyak orang yang justru 
memberikan uang kepada anjal dan gepeng dengan alasan kasihan 
maupun agar mereka cepat pergi dan tidak mengganggu. Padahal sudah 
jelas ada larangan dan himbauan dari pemerintah kepada masyarakat agar 
tidak memberikan uang terhadap anjal dan gepeng di jalanan. 
 
V.2. Saran 
 Berdasarkan penelitian di atas penulis dapat memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Dinas Sosial Kota Makassar sebaiknya menambah personil di bidang 
rehabilitasi sosial terutama di seksi pembinaan anjal dan gepeng, agar 
patroli yang dilaksanakan setiap hari dapat berjalan secara maksimal. 
Selain itu, pembinaan di RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) juga 
bisa semakin optimal apabila jumlah pekerja sosial bisa ditambahkan. 
2. Dinas Sosial Kota Makassar sebaiknya lebih melakukan komunikasi dan 
koordinasi dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu penerapan 
kebijakan ini, seperti KPJ (Kelompok Penyanyi Jalanan), LPWIA (Lembaga 
Pemerhati Wanita, Ibu dan Anak), dan LSM maupun panti sosial lainnya 
agar akan semakin mudah dalam melakukan pembinaan anjal dan gepeng. 
3. Sebaiknya pemerintah Kota Makassar membuat peraturan secara tegas 
bagi para pengguna jalan maupun masyarakat yang lainnya agar tidak 
memberikan uang kepada anjal dan gepeng, karena hal inilah yang 
menyebabkan anjal dan gepeng menjadi keenakan dan menjadikan hal 
tersebut sebagai profesi. Mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah 
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tanpa bekerja. Selain itu, Dinas Sosial juga bisa mengarahkan melalui 
sosialisai secara langsung maupun melalui media elektronik bagi 
masyarakat yang ingin bersedekah lebih baik ke masjid atau ke panti sosial 
resmi agar uang tersebut tidak salah tempat. 
4. Selain menindaki anjal dan gepeng, Dinas Sosial juga bisa bekerja sama 
dengan pihak kepolisian untuk lebih memperdalam motif keberadaan anak 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dijalanan, karena tidak 
jarang justru orang tua mereka sendiri yang menyuruh secara tidak 
langsung bahkan ada yang memaksa supaya mereka pergi meminta-minta 
di jalanan atau melakukan hal lainnya agar bisa mendapatkan uang 
sebanyak-banyaknya. Tentu hal ini sudah temasuk eksploitasi, jadi 
mungkin orang tua dari anjal dan gepeng ini bisa ditelusuri terlebih dahulu. 
Banyak pula orang yang sudah lanjut usia dan cacat yang justru 
dimanfaatkan oleh segelintir orang bahkan keluarganya sendiri untuk 
meraup uang dengan mudah. Jadi memang pemerintah Kota Makassar 
harus mencari tahu akar dari perlakuan yang tidak adil ini. Karena tentu 
akan terlalu membuang waktu apabila yang dilakukan hanyalah membina 
pelaku yang berada di jalanan. Pemerintah harus memberantas dalang dari 
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